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NPM: 2103110250 

 

ABSTRAK 

Setiap tahun, Pemerintah Kota menetapkan target penerimaan Pajak Bumi 

dan Bangunan (PBB) sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Namun, tidak 

selalu target tersebut dapat tercapai dengan optimal. Strategi komunikasi memiliki 

peran penting dalam  efektifitas penerimaan pajak. Strategi lain yang digunakan 

oleh Bapenda adalah sosialisasi dalam mendorong kemudahan bagi masyarakat 

yang ingin membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dengan penerapan 

digitalisasi untuk proses pembayaran PBB yang berkolaborasi bersama PT. Bank 

Sumut. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi komunikasi 

yang diterapkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Medan dalam meningkatkan 

kesadaran masyarakat tentang pentingnya membayar Pajak Bumi dan Bangunan, 

serta mengetahui apa saja hambatan-hambatan yang dihadapi dalam implementasi 

strategi komunikasi tersebut. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori 

Lasswell merumuskan sebuah elemen-elemen sederhana yang menjadi landasan 

untuk memahami komunikasi secara mendalam. Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode kualitatif, dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif. 

Teknik penetapan informan menggunakan purposive sampling. Teknik 

Pengumpulan Data menggunakan observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan 

dokumentasi. Teknik Analisis Data menggunakan pengumpulan data, reduksi data 

penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan 

bahwa strategi komunikasi yang diterapkan Bapenda Kota Medan menggunakan 

komunikasi persuasif dengan bentuk menghimbau, sosialisasi dan edukasi dalam 

meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak kepada wajib pajak kecil. 

Sedangkan Fokus penagihan diarahkan kepada wajib pajak bernilai besar, 

khususnya dari klasifikasi Buku 4 dan 5 serta korporasi besar, untuk mempercepat 

pencapaian target penerimaan menggunakan strategi dengan cara sidak dan 

memberi surat perintah pajak. Namun demikian, upaya peningkatan penerimaan 

PBB masih menghadapi hambatan seperti rendahnya pengetahuan tentang pajak 

setelah diadakan sosialisasi, dampak ekonomi pasca pandemi, serta keterbatasan 

infrastruktur dan sumber daya manusia. 

Kata Kunci: Strategi Komunikasi, Pajak, Pajak Bumi dan Bangunan, Bapenda  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang  

Komunikasi merupakan elemen fundamental dalam kehidupan manusia. 

Sebagai makhluk sosial, manusia menggunakan komunikasi untuk menyampaikan 

ide, informasi, dan emosi serta menjalin suatu hubungan. Istilah Komunikasi dalam 

bahasa inggris yaitu “Communication”, dari bahasa latin “Communicatus yang 

berarti berbagi atau menjadi milik bersama, yang dapat diartikan komunikasi 

sebagai proses berbagi informasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam aktivitas 

komunikasi (Simon & Alouini, 2021). 

Komunikasi yang efektif adalah kunci untuk membangun koneksi yang kuat 

menyelesaikan masalah dan mencapai tujuan bersama. Untuk mencapai tujuan 

tersebut, diperlukan strategi komunikasi yang terencana dan tepat sasaran yang 

tidak dapat dihindari.  Strategi ini mencakup pemahaman menyuluruh terhadap 

audiens, pemilihan saluran komunikasi yang tepat, dan penggunaan bahasa yang 

jelas, sopan, dan penuh empati. Tujuan utama dari strategi komunikasi adalah 

untuk memastikan bahwa komunikator memahami pesan yang diterima (to secure 

understanding), apabila dapat memahami dan menerima, maka penerimanya harus 

dijaga (to establish acceptance), dan terakhir aktivitas tersebut dapat dimotivasi 

(to motivate action) (Sahrin, 2022).  

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu pajak pusat yang 

merupakan sumber penerimaan negara, yang sebagian besar penerimaanya 

dikembalikan kepada pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat setempat 
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dimana objek pajak tersebut berada (Nainggolan, 2022). Setiap tahun, Pemerintah 

Kota menetapkan target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagai 

salah satu sumber pendapatan daerah. Namun, tidak selalu target tersebut dapat 

tercapai dengan optimal. Dalam beberapa kasus, realisasi penerimaan PBB bahkan 

jauh di bawah target yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, membayar pajak tepat 

waktu merupakan kontribusi penting dalam memperlancar proses pembangunan, 

mengingat pajak yang dikumpulkan sepenuhnya digunakan untuk membangun 

sarana dan prasarana bagi kepentingan masyarakat (Trio et al., 2020).  

Berdasarkan data dari Kementrian Keuangan, Penerimaan Pajak Bumi dan 

Bangunan (PBB) di Indonesia pada tahun 2022 tercatat mencapai Rp 30 Triliun 

namun angka ini masih jauh dari potensi maksimal yang dapat dicapai dengan 

mencerminkan adanya kesenjangan yang signifikan antara target penerimaan pajak 

dan realisasinya (Mega Fitri Halimah, 2024). Di Kota Medan, tantangan ini 

menjadi semakin rumit akibat rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak yang 

dipengaruhi oleh berbagai hal termasuk minimnya pemahaman masyarakat 

mengenai kewajiban perpajakan (Wicaksono et al., 2021).   

Kepatuhan dan partisipasi aktif masyarakat dalam membayar Pajak Bumi 

dan Bangunan (PBB) memiliki peran yang sangat penting, karena semakin banyak 

masyarakat yang memenuhi kewajiban ini, semakin besar pula dampaknya 

terhadap peningkatan penerimaan daerah (Sari et al., 2018). Tingkat kesadaran 

masyarakat memiliki pengaruh besar terhadap kepatuhan mereka dalam membayar 

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dengan kata lain, kesadaran ini memegang 

peranan penting karena dapat mendorong kerelaan masyarakat untuk memenuhi 
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kewajiban perpajakan, namun tanpa adanya tingkat kesadaran yang memadai, 

masyarakat cenderung enggan untuk membayar pajak (Pertiwi & Zubaidah, 2018).  

Berdasarkan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota 

Medan selama lima tahun terakhir menunjukkan fluktasi yang menarik. Pada tahun 

2017, tingkat efektivitas penerimaan PBB tercatat sebesar 87,78%. Namun, pada 

tahun 2018, angka ini mengalami penuruan sebesar 3,56%, menjadi 84,22%. 

Selanjutnya, pada tahun 2019, efektivitas Kembali meningkat sebesar 3,26%, 

mencapai 87,48%. Pada tahun 2020 dan 2021, tren peningkatan terus berlanjut 

dengan kenaikan masing-masing sebesar 7,03% dan 5,94%, menghasilkan tingkat 

efektivitas sebesar 94,51% pada 2020 dan 100,45% pada 2021. Jika di rata-rata 

selama lima tahun tersebut, efektiitas penerimaan PBB berada pada angka 90,88% 

yang menunjukkan bahwa secara keseluruhan tingkat efektivitas penerimaan 

antara target dan realisasi PBB dapat dikategorisasikan cukup efektif  (Oktianty & 

Hastuty, 2024). 

Oktianty menyebutkan bahwa strategi komunikasi memiliki peran penting 

dalam  efektifitas penerimaan pajak (Oktianty & Hastuty, 2024). Namun penelitian 

yang dilakukannya belum secara detail menyebutkan hambatan dan tingkat 

keberhasilan strategi tersebut. Strategi lain yang digunakan oleh Bapenda adalah 

sosialisasi dalam mendorong kemudahan bagi masyarakat yang ingin membayar 

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dengan penerapan digitalisasi untuk proses 

pembayaran PBB yang berkolaborasi bersama PT. Bank Sumut (Bapenda, 2023). 

Ningrum (D. F. Ningrum & Siregar, 2023) mengungkapkan Badan 

Pendapatan Daerah Kota Medan telah melakukan berbagai upaya, seperti 
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menghimbau dan mensosialisasikan pentingnya pajak kepada masyarakat, 

meningkatkan layanan pembayaran untuk mempermudah proses transaksi, serta 

terus mengevaluasi kinerja aparat pajak agar dapat bekerja lebih optimal, langkah-

langkah ini dilakukan untuk terus meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan 

Bangunan (PBB).  

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas peneliti tertarik untuk 

menganalisis “Strategi Komunikasi Badan Pendapatan Daerah Dalam 

Meningkatan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Di Kota Medan”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

    Berdasarkan latar belakang permasalahan yang sudah diuraikan, maka  

adanya rumusan masalah sebagai berikut : 

1) Bagaimana strategi komunikasi yang diterapkan oleh Badan 

Pendapatan Daerah Kota Medan dalam meningkatkan kesadaran 

masyarakat tentang pentingnya membayar Pajak Bumi dan Bangunan? 

2) Apa saja hambatan-hambatan yang dihadapi dalam implementasi 

strategi komunikasi bapenda untuk meningkatkan penerimaan Pajak 

Bumi dan Bangunan? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1) Untuk mengetahui strategi komunikasi yang diterapkan oleh Badan 

Pendapatan Daerah Kota Medan dalam meningkatkan kesadaran 

masyarakat tentang pentingnya membayar Pajak Bumi dan Bangunan. 
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2) Untuk mengetahui apa saja hambatan-hambatan yang dihadapi dalam 

implementasi strategi komunikasi untuk meningkatan penerimaan Pajak 

Bumi dan Bangunan. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1) Manfaat Teoritis 

Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu komunikasi, 

khususnya dalam konteks strategi komunikasi pemerintah untuk 

meningkatkan penerimaan pajak. 

2) Manfaat Praktis 

a) Penelitian ini dapat memberikan masukan bagi Badan 

Pendapatan Daerah Kota Medan dalam merancang strategi 

komunikasi yang lebih efektif. 

b) Hasil dari penelitian ini bisa menjadi referensi bagi pemerintah 

daerah lainnya dalam menghadapi tantangan yang serupa terkait 

penerimaan PBB. 
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1.5 Sistematika Penulisan 

BAB I : Pada bagian ini berisikan tentang uraian dari Latar Belakang 

Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian 

dan Sistematika Penulisan 

BAB II : Uraian teoritis yang menguraikan teori dan konsep penelitian 

Mengenai pengertian Strategi Komunikasi, Bapenda, Pajak 

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Penerimaan Pajak BumI 

dan Bangunan (PBB) 

BAB III : Terdiri dari uraian Jenis Penelitian, Kerangka Konsep, 

Definisi Konsep, Kategorisasi Penelitian, Teknik 

Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Waktu dan Lokasi 

Penelitian. 

BAB IV : Pembahasan yang menguraikan tentang ilustrasi penelitian, 

hasil penelitian, dan pembahasan. 

BAB V : Terdiri dari simpulan dan saran. 
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BAB II 

URAIAN TEORITIS 

 

2.1 Strategi Komunikasi 

2.1.1 Pengertian Strategi Komunikasi 

 Strategi merupakan rencana atau taktik yang dirancang secara 

matang untuk memastikan proses komunikasi berlangsung dengan lancar 

dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, terutama dalam upaya 

menyelesaikan suatu konflik (Zulkarnain et al., 2019).  

 Strategi dalam komunikasi berperan penting untuk memastikan 

pesan yang disampaikan oleh komunikator yang dapat dipahami dengan 

jelas oleh komunikan, dengan penerapan strategi yang tepat, komunikasi 

menjadi lebih efektif, sehingga pesan dapat diterima dan dimengerti sesuai 

dengan tujuan yang diinginkan (Tenerman, 2022).  

 Strategi komunikasi dapat diartikan sebagai suatu wacana yang 

memanfaatkan gagasan dengan relevansi kontekstual, yaitu wacana yang 

dirancang dengan memperhatikan situasi dan kondisi tertentu untuk 

mencapai tujuan dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Setiap 

elemen dalam strategi komunikasi harus dirancang dan disesuaikan secara 

cermat agar dapat mendukung pencapaian tujuan secara efektif (Lubis et 

al., 2021).  

 Strategi yang digunakan akan berhasil dan strategi tersebut dapat 

diterapkan kembali di kesempatan berikutnya. Namun, jika strategi 
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tersebut tidak efektif, komunikator akan menggantinya dengan strategi 

yang lebih baik untuk mengendalikan situasi dan mendapatkan respons 

yang diharapkan (Rofi’ah, 2024). 

 Model komunikasi yang dikembangkan oleh Harold Lasswell pada 

tahun 1948 menggambarkan proses komunikasi serta fungsi-fungsi yang 

dijalankan dalam masyarakat. Model ini terdiri dari beberapa elemen 

utama, yaitu: sumber (who) atau siapa yang menyampaikan informasi, 

pesan (what) atau apa yang disampaikan, saluran (channel) atau media 

yang digunakan untuk menyampaikan informasi, penerima (whom) atau 

kepada siapa pesan ditujukan, dan dampak (what effect) atau efek yang 

dihasilkan oleh pesan tersebut. Meskipun model ini terkesan 

menyederhanakan kompleksitas komunikasi dengan hanya menyoroti 

keberadaan komunikator dan pesan yang memiliki tujuan tertentu, fokus 

utama Lasswell adalah pada aspek-aspek mendasar dari proses komunikasi 

itu sendiri (Ahmad Sultan Rustan, 2017).  

2.1.2 Elemen-Elemen dalam Strategi Komunikasi  

 Lasswell merumuskan sebuah elemen-elemen sederhana yang 

menjadi landasan untuk memahami komunikasi secara mendalam. Elemen 

ini dikenal dengan ungkapan “who says what in which channel to whom 

with what effect,” yang sering diringkas menjadi pertanyaan “5W+1H”. 

Dalam pandangan Lasswell, elemen tersebut mencakup (Larisu et al., 

2023) : 
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1) Who (Siapa) 

Elemen ini berfokus pada pengirim pesan, mencakup siapa yang 

mengirimkan pesan, apa perannya atau posisinya, serta tujuan yang 

ingin dicapai melalui pesan tersebut. 

2) Says What (Mengatakan apa) 

Pada elemen ini berkaitan dengan isi pesan itu sendiri. Apa yang 

ingin disampaikan oleh pengirim, dan bagaimana inti pesan tersebut 

dirumuskan? 

3) In Which Channel  

Elemen ini menyoroti media atau saluran yang digunakan untuk 

menyampaikan pesan. Apakah pesan disampaikan secara lisan, 

melalui tulisan, media cetak, atau menggunakan media elektronik? 

4) To Whom (Kepada Siapa) 

Elemen ini mengacu pada audiens atau penerima pesan. Siapa yang 

menjadi target penerima pesan, dan apa karakteristik serta kebutuhan 

mereka? 

5) With What Effect (Dengan Dampak Apa)  

Elemen ini berhubungan dengan dampak atau respons yang 

diharapkan atau yang benar-benar terjadi akibat pesan tersebut. Apa 

efek yang ingin dicapai, baik secara langsung maupun tidak 

langsung? 
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2.1.3 Unsur-unsur Strategi Komunikasi 

 Dalam konnteks strategi, unsur-unsur ini membantu merinci cara 

tindakan akan diambil, sumber daya yang akan digunakan, dan bagaimana 

segala hal akan dilaraskan untuk mencapai hasil yang diingikan. Berikut 

adalah beberapa unsur-unsur strategi yang umumnya ditemukan (I. I. 

Ningrum, 2023):  

1) Strategi dimulai dengan tujuan jagka panjang yang ingin dicapai. 

Tujuan ini harus spesifik, terukur, dapat diacapai relevan, dan 

memiliki batas wkatu tertentu (SMART). Sasaran yang lebih 

terperinci seringkali diidentifikasi untuk mengukur kemajuan 

menuju tujuan akhir. 

2) Sebelum merumuskan strategi, penting untuk melakukan analisis 

mendalam tentang situasi saat ini. Ini melibatkan memahami 

lingkungan eksternal dan internal, mengidentifikasi peluang dan 

ancaman, serta mengidentifikasi keuatan dan kelemahan. 

3) Setelah memahami situasi, langkah berikutnya adalah memilih 

pendekatan strategis yang sesuai. Piihan ini dapat berkisar dari 

pertumbuhan penetrasi pasar, disverifikasi, hingga kerjasama 

dengan pihak lain. 

4) Untuk mencapai tujuan secara efektif, semua elemen strategi harus 

saling terintegrasi dan terkoordinasi. Setiap bagian dari strategi 

harus mendukung bagian lainnya dan bekerja sama untuk mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan. 



11 
 

 
 

5) Dalam dunia yang terus berubah, strategi harus bersifat feksibel dan 

dapat disesuaikan dengan perubahan stuasi atau kebutuhan yang 

muncul. 

6) Komunikasi yang baik tentang strategi kepada semua pihak terlibat 

adalah kunci untuk memastikan pemahaman yang sama dan 

dukungan terhadap tujuan strategis. 

 

2.2 Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) 

 Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Medan memegang peran strategis 

dalam mengelola dan memungut pajak daerah, yang merupakan sumber utama 

Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pajak-pajak daerah, seperti pajak restoran dan 

pajak kendaraan bermotor, berfungsi sebagai instrumen penting untuk mendukung 

pembangunan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai 

lembaga yang bertanggung jawab, Bapenda berupaya memaksimalkan potensi 

pajak dengan memahami kebutuhan dan karakteristik masyarakat setempat.  

 Bapenda berusaha meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kewajiban 

pajak melalui berbagai program sosialisasi dan edukasi. Pengelolaan pajak yang 

efektif juga berkontribusi pada peningkatan kemandirian fiskal daerah, yang pada 

akhirnya mendukung pendanaan untuk berbagai proyek pembangunan dan 

penyediaan layanan publik (Nurhajizah & Tipa, 2021). Kontribusi pajak dari sektor 

restoran dan sektor lainnya memiliki peran penting dalam upaya meningkatkan 

kualitas hidup masyarakat di Kota Medan.  
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 Bapenda menerapkan sistem administrasi terpadu untuk mempermudah 

proses pemungutan pajak sekaligus meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. 

Dengan memanfaatkan teknologi informasi, Bapenda mampu meningkatkan 

efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan pajak. Langkah ini tidak hanya 

memperkuat kepercayaan masyarakat, tetapi juga berkontribusi pada pencapaian 

target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang lebih optimal (Sahbita & Siregar, 2023). 

Oleh karena itu, peran Bapenda menjadi sangat penting dalam mewujudkan sistem 

perpajakan yang adil, efisien, dan berkelanjutan di Kota Medan. 

2.3 Pajak 

2.3.1 Pengertian Pajak 

Secara umum, pajak dapat diartikan sebagai kontribusi wajib yang 

bersifat memaksa dan tidak memberikan manfaat langsung kepada 

pembayarannya. Definisi ini merujuk pada sifat pajak yang diwajibkan 

berdasarkan ketentuan hukum, sebagaimana diatur dalam undang-undang 

perpajakan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Menurut Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1, Pajak diartikan sebagai kewajiban 

kontribusi kepada negara yang dibebankan kepada individu atau badan. 

Kewajiban ini bersifat memaksa berdasarkan ketentuan hukum, tanpa 

memberikan imbalan langsung, dan digunakan untuk mendukung 

kepentingan negara dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat secara optimal (Aji et al., 2024). 
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Sistem perpajakan diatur secara rinci melalui peraturan perundang-

undangan untuk memastikan keadilan dan transparansi dalam 

pelaksanaannya. Setiap wajib pajak, baik individu maupun badan usaha, 

diwajibkan memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan pendapatan 

atau aset yang dimiliki. Perpajakan merupakan salah satu sumber utama 

pendapatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 

Tanpa adanya pajak, sebagian besar program dan kegiatan pemerintah 

akan sulit untuk direalisasikan. Dana yang diperoleh dari pajak 

dialokasikan untuk berbagai keperluan, seperti membiayai belanja 

pegawai dan mendukung pelaksanaan proyek konstruksi. Selain itu, 

perpajakan memiliki sejumlah fungsi penting, di antaranya fungsi 

penyesuaian, fungsi stabilisasi ekonomi, dan fungsi redistribusi 

pendapatan (Nurhajizah & Tipa, 2021). 

2.3.2 Fugsi Pajak 

Secara umum, pajak mempunyai peran yang signifikan dalam 

kehidupan suatu bangsa. Pajak menjalankan berbagai fungsi penting, di 

antaranya sebagai berikut (Putra, 2020): 

a) Fungsi Anggaran (Budgetair) 

Fungsi Budgetair, yang juga dikena sebagai fungsi fiscal 

merupakan fungsi utama pajak. Dala fungsi ini, pajak berperan 

sebagai instrument ntuk mengoptimalkan penerimaan dana ke kas 

negara sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Fungsi 
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ini disebt yang utama karena secara histris merupakan fungsi 

pertama yang ada. Pajak sendiri menjadi sumber pendapatan 

terbesar pembiayaan negara.  

b) Sebagai Alat Pengukur (Regulerend) 

Fungsi ini mengacu pada peran pajak sebagai alat untuk mencapai 

tujuan tertentu. Sebagai contoh, jika pemerinntah ingi melindungi 

kepentingan petani dalam negeri, maka dapat diberlakukan pajak 

tambahan seperti pajak impor atau bea masuk, terhadap impor 

komoditas tertentu.  

c) Sebagai Alat Penjaga Stabilitas  

Pemerintah dapat memanfaatkan kebijakan prpajakan sebagai aat 

stabilisasi ekonomi. Salah satu langkahnya adalah mengenakan 

pajak pada sejumlah barang impor guna meningkatkan daya saing 

produk dalam negeri. Selain itu, untuk menjaga stabilitas nilai 

tukar rupiah dan mencegah deficit perdagangan yang semakin 

melebar, pemerintah dapat menerapkan PPnBM pada impor 

barang mewah tertentu. Kebijakan ini bertujuan untuk menekan 

impor barang mewah yang berpengaruh terhadap neraca 

perdagangan.  

d) Fungsi Redistribusi Pendapatan 

Pemerintah memerlukan dana untuk membiayai pembangunan 

infrastruktur, seperti jalan raya dan jembatan. Dana tersebut dapat 

diperoleh melalui pajak yang dikenakan hanya kepada masyarakat 
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yang mampu membayarnya. Namun, infrastruktur yang dibangun 

tetap dapat dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat, termasuk 

mereka yang tidak mampu membayar pajak.  

2.3.3 Jenis Pajak  

Jenis pajak yang dipungut oleh Bapenda adalah Jenis Pajak Asli 

Daerah (PAD), yaitu :  

1) Pajak PBB-P2 

2) Pajak Perhotelan 

3) Pajak Makanan dan Minuman 

4) Pajak Hiburan 

5) Pajak Parkir 

6) Pajak Air Tanah 

7) Pajak BPHTB 

8) Pajak Reklame 

9) Pajak Penerangan Jalan 

2.4 Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 

2.4.1 Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 

adalah pajak yang dikenakan atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, 

dikuasai, atau dimanfaatkan oleh individu maupun badan. Pajak ini tidak 

berlaku untuk kawasan yang digunakan dalam kegiatan usaha di bidang 
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perkebunan, kehutanan, dan pertambangan(Nisa’ & Arif, 2022). Menurut 

Muljono (2010:140), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang 

dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan bumi dan bangunan, dengan 

subjek pajaknya adalah individu atau badan yang terkait, penerimaan dari 

PBB menjadi sumber pendapatan yang dibagi antara pemerintah pusat dan 

pemerintah daerah (Hutomo et al., 2018) .  

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan satu-satunya pajak 

properti di Indonesia, pajak ini bersifat objektif dan merupakan pajak 

negara yang sebagian besar penerimaannya menjadi pendapatan daerah 

dengan pendapatan tersebut digunakan untuk berbagai keperluan, 

termasuk penyediaan fasilitas yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah 

pusat maupun pemerintah daerah (Nola Lavenia Watak, 2015).  Tingkat 

kesadaran masyarakat memiliki pengaruh besar terhadap kesediaan 

mereka dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan dengan kata lain, 

kesadaran masyarakat memainkan peran penting dalam mendorong 

kerelaan mereka untuk memenuhi kewajiban pajak. Namun, tanpa 

didukung oleh tingkat kesadaran yang tinggi, masyarakat cenderung tetap 

enggan untuk membayar pajak (Pertiwi & Zubaidah, 2018). 

Adapun dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan menurut 

Mardiasmo (2018:369) adalah sebagai berikut:  

1) Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). 
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2) Besarnya NJOP ditetapkan setiap tiga tahun oleh kepala kantor 

wilayah direktorat jendral pajak atas nama menteri keuangan 

dengan mempertimbangkan pendapat gubernur/ bupati/ walikota 

(Pemerintah Daerah) setempat. 

3) Dasar perhitungan pajak adalah yang ditetapkan serendah-

rendahnya 20% dan setinggi-tingginya 100% dari nilai jual objek 

pajak. 

4) Besarnya persentase ditetapkan dengan peraturan pemerintah 

dengan memerhatikan kondisi ekonomi nasional (Pardana, 

2022). 

2.4.2 Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 

Penerimaan dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) memiliki peranan 

penting bagi pemerintah daerah, karena dapat digunakan untuk 

memperbaiki infrastruktur dan meningkatkan pelayanan publik. Setiap 

tahunnya Pemerintah memiliki target dalam penerimaan Pajak Bumi dan 

Bangunan yang diperoleh dari Wajib Pajak. Akan tetapi, pada 

kenyataannya masih banyak penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan untuk 

setiap tahunnya belum mencapai target yang telah ditentukan sehingga 

realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dinilai belum efektif 

(Nisa’ & Arif, 2022). 

Seiring dengan perubahan yang diatur dalam Undang-Undang No. 

28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Bumi dan 
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Bangunan (PBB) kini menjadi pajak daerah, dengan 100% 

penerimaannya diserahkan kepada daerah yang bersangkutan. 

Sebelumnya, PBB merupakan pajak pusat, namun hampir seluruh 

penerimaannya dialokasikan kepada daerah. Untuk meningkatkan 

akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, PBB sektor perdesaan 

dan perkotaan kini dialihkan menjadi pajak daerah, sementara PBB 

sektor perkebunan, kehutanan, dan pertambangan tetap merupakan pajak 

pusat. Dengan perubahan ini, penerimaan dari PBB sektor perdesaan dan 

perkotaan akan dihitung sebagai pendapatan asli daerah (Nainggolan, 

2022). 

Sistem pemungutan pajak yang efektif dapat meningkatkan tingkat 

kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak mereka, yang pada 

gilirannya akan mempengaruhi hasil penerimaan Pajak Bumi dan 

Bangunan. Selain itu, sistem yang baik juga dapat menyadarkan wajib 

pajak untuk membayar pajak terutang dengan tepat waktu dan lunas 

(Lindiani & Ilham, 2022). Oleh karena itu, pengelolaan PBB perlu 

dilakukan secara efektif agar dapat mendorong kepatuhan wajib pajak. 

Salah satu upaya untuk meningkatkan kepatuhan tersebut adalah dengan 

memberikan sosialisasi yang tepat kepada masyarakat mengenai 

pentingnya membayar PBB serta manfaat yang dapat diperoleh dari 

pajak tersebut.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dengan 

jenis penelitian deskriptif kualitatif, Penelitian deskriptif kualitatif berfokus pada 

menjawab pertanyaan penelitian yang berkaitan dengan aspek siapa, apa, dimana, 

dan bagaimana suatu peristiwa atau pengalaman terjadi. Pendekatan ini bertujuan 

untuk mengkaji secara mendalam guna mengidentifikasi pola-pola yang muncul 

dari peristiwa tersebut (Stone, 2017). 

Metode penelitian kualitatif adalah proses penelitian yang bertujuan untuk 

memahami fenomena manusia atau sosial dengan menyajikan gambaran yang 

mendalam dan kompleks. Penelitian ini mengandalkan penyampaian data dalam 

bentuk kata-kata, menyajikan pandangan rinci yang diperoleh langsung dari 

informan, dan dilakukan dalam konteks alami sesuai dengan latar tempat terjadinya 

fenomena (Walidin et al., 2015). 

3.2 Kerangka Konsep  

Sebelum melakukan penelitian, dibuat sebuah rangkaian konsep yang 

bertujuan untuk menjelaskan dan menghubungkan konsep-konsep yag akan diamati 

dalam penelitian secara objektif. Hal ini dimaksudkan agar dapat memberikan 

gambaran yang jelas tentang apa yang akan diteliti. Dari penjelasan diatas maka 

kerangka konsep yang dapat digambarkan sebagai berikut: 
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Sumber: Olahan Penelitian, 2025 

3.3 Defini Konsep 

Definisi konsep merupakan penjabaran dari kerangka konsep. Berikut adalah definisi 

konsep dari kerangka konsep di atas: 

1) Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Medan merupakan lembaga 

pemerintah yang bertugas mengelola pendapatan daerah di Kota Medan. 

Bapenda memiliki peran strategis dalam meningkatkan pendapatan asli 

daerah (PAD) melalui berbagai sumber, seperti pajak dan retribusi. 

2) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu sumber 

pendapatan yang digunakan untuk mendanai berbagai kegiatan 

pembangunan di tingkat daerah, seperti infrastruktur, pendidikan, dan 

pelayanan publik lainnya. Besaran penerimaan PBB dihitung 

berdasarkan nilai jual objek pajak (NJOP) dan tarif pajak yang ditetapkan 

oleh pemerintah daerah setempat. 

3) Strategi komunikasi adalah suatu rencana atau pendekatan yang 

dirancang secara terstruktur dan sistematis untuk menyampaikan pesan 

kepada audiens tertentu dengan tujuan yang jelas. Dalam strategi ini, 

penting untuk memilih saluran komunikasi yang tepat, menyusun pesan 

Strategi 

Komunikasi 
Wajib Pajak 

Badan Pendapatan 

Daerah Kota Medan 
Peningkatan 

Penerimaan PBB 

Gambar 3. 1 Kerangka Konsep 
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yang relevan, serta menentukan waktu dan metode yang efektif agar 

tujuan yang ingin dicapai dapat terealisasi dengan optimal. 

4) Kepatuhan wajib pajak mengacu pada disiplin dan kesediaan individu 

atau badan hukum untuk memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan 

peraturan yang berlaku, seperti melaporkan, menghitung, dan membayar 

pajak tepat waktu. Kepatuhan ini penting untuk kelancaran penerimaan 

negara dan keberlanjutan sistem perpajakan yang adil. Pemerintah 

berupaya meningkatkan kepatuhan melalui edukasi, kampanye, dan 

sistem administrasi yang mempermudah wajib pajak. 

3.4 Kategorisasi Penelitian 

Adapun proses konsep teoritis dalam strategi komunikasi untuk mencapai 

tujuan yang ditetapkan dalam kategorisasi yaitu: 

       Tabel 3. 1 Kategorisasi Penelitian 

No Kategorisasi Indikator 

1. Strategi Komunikasi - Tujuan dan Sasaran 

- Analisis Situasi 

- Pilihan Strategi 

- Koordinasi dan Integrasi 

- Penyesuaian dan Fleksibilitas 

- Komunikasi dan Keterlibatan 

- Keberlanjutan 

2. Penerimaan Pajak 

Bumi dan Bangunan 

- Perbaikan infrastruktur 

- Peningkatan pelayanan publik 

- Tingkat kepatuhan wajib 

pajak 
Sumber: Olahan penelitian, 2025 
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3.5 Informan atau Narasumber 

Narasumber adalah individu yang memiliki pengetahuan, pengalaman, atau 

keahlian khusus terkait topik atau isu tertentu dan memberikan informasi atau 

pandangan berdasarkan kapasitas tersebut. Dalam konteks penelitian, narasumber 

biasanya dipilih untuk memberikan data atau wawasan yang relevan, baik melalui 

wawancara, diskusi, maupun dialog yang mendalam. Informan dipilih 

menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria tertentu sebagai berikut: 

1) Pegawai Bapenda Kota Medan 

2) Masyarakat Wajib Pajak 

Berdasarkan kriteria diatas maka informan atau narasumber dalam penelitian 

ini adalah: 

Tabel 3. 2 Identitas Narasumber 

NO NAMA USIA STATUS 

1. Hendra Asmilan 50 Tahun Kepala Sub Bidang Umum 

2. Ahmad Sofwan 42 Tahun Kepala Sub Bidang PBB 

3. Misinah 40 Tahun Masyarakat Wajib Pajak 

4. Rudini 32 Tahun Masyarakat Wajib Pajak 

Sumber: Olahan Penelitian, 2025 
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3.6 Teknik Pengumpulan data 

Dalam penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data yang umum dilakukan 

meliputi observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi (Attamimi 

et al., 2023). Teknik Pengumpulan Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

a) Observasi 

Teknik observasi partisipatif adalah metode pengumpulan data yang 

dilakukan melalui pengamatan, di mana peneliti terlibat langsung dalam 

kegiatan sehari-hari orang yang diamati atau yang dijadikan sumber data 

penelitian. 

b) Wawancara 

Dalam wawancara mendalam (in-depth interview), peneliti berusaha 

menggali informasi secara rinci dengan terlibat langsung dalam kehidupan 

informan. Proses ini dilakukan secara bebas tanpa menggunakan panduan 

pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya, menciptakan suasana 

yang lebih alami dan memungkinkan wawancara dilakukan secara 

berulang. 

c) Dokumentasi 

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data kualitatif yang dilakukan 

dengan menganalisis berbagai dokumen yang dibuat oleh subjek penelitian 

atau pihak lain terkait subjek yang diteliti. Dalam teknik ini, data 

dikumpulkan dengan cara mencatat informasi yang sudah ada sebelumnya. 
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3.7 Teknik Analisis Data 

Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis data 

interaktif menurut Miles dan Huberman, model ini mencakup empat tahapan utama 

yang harus dilalui untuk menganalisis data secara sistematis (Zulfirman, 2022). 

Teknik Analisis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a) Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan dalam tiga tahap: sebelum penelitian 

dimulai, selama pelaksanaan penelitian, dan bahkan setelah penelitian 

berakhir. Idealnya, proses ini sudah dimulai sejak penelitian masih berada 

pada tahap perencanaan konsep. 

b) Reduksi Data  

Reduksi data adalah proses menyederhanakan, memilih, dan 

memfokuskan informasi yang relevan dari berbagai data yang diperoleh 

selama penelitian di lapangan. Langkah ini bertujuan untuk memastikan 

hanya data yang mendukung tujuan penelitian yang digunakan dan dicatat. 

c) Penyajian data  

Penyajian data adalah proses pengorganisasian informasi yang 

memungkinkan penarikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif. Data 

dapat disajikan dalam berbagai bentuk, seperti uraian singkat, bagan, atau 

format serupa lainnya. 

d) Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi 

Penarikan kesimpulan adalah tahap akhir dalam proses penelitian, yang 

dilakukan berdasarkan data yang telah dianalisis. Kesimpulan disusun 
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dengan mengacu pada data yang telah diverifikasi sesuai dengan bukti 

yang diperoleh di lokasi penelitian. 

3.8 Waktu dan Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini di Bapenda Kota Medan, Jl. Jendral Besar A.H. Nasution, 

No. 32, Pangkalan Masyhur, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, Sumatera 

Utara 20219. Waktu yang dibutuhkan dalam penelitian ini dimulai Desember 2024 

sampai Maret 2025 

 

. 

 

 

 

 



26 
 

BAB IV 

HASIL PENEITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Visi, Misi, Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah 

Kota Medan 

a) Visi 

Dengan terwujudnya pendapatan daerah sebagai anadalan 

pembiayaan pembangunan daerah. 

b) Misi  

1) Meningkatkan kualitas pelayan terhadap sumber dan 

pengelola Pendapatan Daerah. 

2) Meningkatkan sarana dan prasarana Badan. 

3) Intensifikasi dan ekstensifikasi subyek dan obyek 

Pendapatan Daerah. 

4) Meningkatkan penegakan hukum, meningkatkan kesadaran 

wajib pajak terhadap kewajibanya dalam membayar pajak 

daerah. 

c) Tugas Pokok 

Berdasrkan peraturan Walikota Medan Nomo 97 Tahun 2002 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dana 

Tata Kerja Perangkat Daerah menjelaskan bahwa Badan 

Pendapatan Daerah Kota Medan merupakan unsur penunjang 

urusan pemerintahan lingkup keuangan daerah yang berkaitan 

dengan Pengelolaan Pajak Daerah yang dipimpin oleh Kepala 
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Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab 

kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. 

d)  Fungsi 

Dalam melaksanakan tugas, Badan Pendapatan Daerah Kota 

Medan menyelenggarakan fungsi, yaitu: 

1) Penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan. 

2) Pelaksanaan tugas dukungan teknis penelitian.  

3) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas 

dukungan teknis penelitian dan pengembangan. 

4) Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan 

pemerintahan lingkup penelitian dan pengembangan 

berdasarkan atas peraturan perundang-undangan.  

5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai 

dengan tugas dan fungsinya.  
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4.1.2 Struktur Organisasi 

Berikut Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Medan: 

Gambar 4. 1 Struktur Organisasi 

 
Sumber: Profile Website Badan Pendapatan Daerah Kota Medan 

4.1.3 Hasil Wawancara 

Narasumber yang pertama dalam penelitian Strategi Komunikasi 

Badan Pendapatan Daerah Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Bumi 

dan Bangunan (PBB) Di Kota Medan adalah Kepala Sub Bagian Umum, 

yaitu Bapak Hendra Asmilan yang berumur 50 tahun. Sedangkan 

narasumber yang kedua adalah Kepala Sub Bidang PBB yaitu Bapak 

Ahmad Sofwan yang berumur 42 tahun. 

Gambar 4. 2 Dokumentasi Wawancara 

  
(keterangan : wawancara bersama kasubag umum dan kasubid pbb) 
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Peneliti bertanya kepada Bapak Hendra Asmilan sebagai Kepala Sub 

Bagian Umum tentang tujuan utama strategi komunikasi yang diterapkan 

Badan Pendapatan Daerah Kota Medan dalam penerimaan pajak bumi dan 

bangunan. Menurut Bapak Hendra strategi komunikasi yang digunakan ini 

bertujuan untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak tentang pentingnya 

membayar PBB tepat waktu, dengan menekankan bahwa pajak yang 

dibayarkan akan kembali kepada masyarakat melalui pembangunan di 

Medan dan berkontribusi pada pencapaian target pendapatan daerah.  

“adanya strategi komunikasi ini kan pasti kami ingin 

meningkatkan kesadaran wajib pajak ini kan dek atau 

masyarakat lah dalam pentingnya pembayaran pajak ini. ya 

artinya mereka tau bahwa pajak pbb ini juga kembali ke mereka 

dan untuk pembangunan yg ada di medan, dan kalo mereka 

bayar pbb tepat waktu juga salah satu yg bisa meningkatkan 

target pencapaian yg kita usahakan dek dan bisa juga pajak yg 

mereka bayar jadi kontribusi buat pembangunan di medan ini.” 

Sedangan menurut Bapak Ahmad Sofwan mengatakan bahwa tujuan 

utama strategi komunikasi yaitu meningkatkan penerimaan dengan fokus 

pada wajib pajak potensial melalui komunikasi aktif dan kunjungan 

lapangan untuk memastikan pembayaran PBB. 

“kalo kita memang ngikut peningkatan penerimaan ini dan 

terutama kita ada namanya wajib pajak potensial. Nah jadi 

biasanya itu yg kita utamakan jalin komunikasi kepada wajib 

pajak, kita lakukan kunjungan ke lapangan terkait pembayaran 

pajak pbb itu yang biasa kita lakukan.” 

 Lalu peneliti bertanya tentang sasaran utama dalam strategi 

komunikasi, dengan adanya segementasi khusus wajib pajak yang menjadi 

prioritas. Bapak Hendra Asmilan mengatakan bahwa prioritas penagihan 
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PBB difokuskan pada wajib pajak dengan nilai besar (Buku 4 dan 5) 

karena lebih cepat mencapai target. Meskipun Buku 1, 2, dan 3 tetap 

dikutip, jumlahnya kecil dan prosesnya lebih lambat. Dengan menargetkan 

Buku 5, pencapaian 100% lebih efisien dalam hal waktu dan tenaga. 

“oh kalo itu pasti ada dek, bisa kamu tengok dari klasifikasi pbb 

ini, buku satu itu dari 0 sampai 99 ribu dan seterusnya, target itu 

akan lebih cepat pasti kita prioritas ke buku yang besar-besar. 

Buku 4 buku 5, pbb yang lebih besar inilah yang kita 

prioritaskan. Bukan kita tidak mengutip buku 1, 2 dan 3. dengan 

wilayah ini yang disisir sampai 100 kita dapet wajib pajak nya 

mungkin hasilnya sama dengan 1 dalam bagian pada buku 5 ini, 

ini aja udah menutupi semuanya dan langsung meningkat gitu. 

Jadi target yang kita dapat itu langsung dapat, misalnya kita 

target 100% dengan adanya yg bayar pada klasifikasi buku 5 ini 

mungkin 20% akan ketutup tapi Buku 1,2, 3 ini kecil-kecil 

merangkak gitu kan, maksudnya dari segi efesiensi waktu dan 

tenaga dalam mengutip.” 

 Bapak Ahmad Sofwan juga memberikan pendaptnya bahwa 

memang ada nya prioritas diberikan kepada wajib pajak korporasi besar 

dengan pembayaran di atas 100ribu. 

“ada, memang yang paling banyak kita utamakan itu terhadap 

wajib pajak korporasi yang besar dia kan. Jadi wajib pajak yang 

pembayaranya besar yang diatas 100ribu paling yang kita 

utamakan.” 

Gambar 4. 3 Klasifikasi Penetapan PBB 

 
Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Medan 
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 Selanjutnya peneliti bertanya tentang kondisi penerimaan PBB di 

Kota Medan dalam beberapa tahu terakhir yang memunginkan akan 

adanya penurunan ataupun peningkatan. Menurut Bapak Hendra Asmilan 

bahwa dalam lima tahun terakhir, penerimaan PBB mengalami fluktuasi. 

Meskipun nominal realisasi meningkat, persentase pencapaian target 

mulai menurun sejak 2022. Pada 2020 dan 2021, pencapaian masih tinggi 

di atas 90%, tetapi sejak 2022 terus menurun hingga 66,47% pada 2023. 

Baru pada 2024, pencapaian sedikit membaik menjadi 78,92%. Tren ini 

menunjukkan bahwa meskipun pendapatan bertambah, realisasi masih 

belum sepenuhnya memenuhi target yang ditetapkan. 

“oh kalo itu dek, ya kita tengok lah data penerimaan PBB dalam 

lima tahun terakhir, trennya fluktuatif. ada tahun di mana 

penerimaan meningkat, tetapi ada juga yang mengalami 

penurunan. ini saya jelasi berdasarkan dari data yang ada ini. 

nah ini kamu tengokla data yang kami punya dek, pada tahun 

2020 kan, target penerimaan PBB adalah Rp 444 miliar, dan 

realisasi mencapai Rp 415 miliar atau kalo peressentase nya ya 

93,57%. artinya ini menunjukkan pencapaian yang cukup baik. 

kemudian, pada tahun 2021 dek, target naik menjadi Rp 550 

miliar kan, dengan realisasi Rp 526 miliar atau 95,61%. jadi, 

berarti ada peningkatan yang cukup signifikan. tapi kalo di 

tengok pada tahun 2022, walaupun target meningkat drastis 

menjadi Rp 902 sekian miliar, realisasi hanya Rp 624 miliar atau 

sekitar 69,25%. ya artinya, ada penurunan dalam persentase 

pencapaian dong. nah terus tren ini juga berlanjut pada tahun 

2023, di mana target tetap tinggi di Rp 952 miliar, tapi realisasi 

cuma Rp 632 miliar atau 66,47%. Pada 2024, targetnya sedikit 

menurun menjadi Rp 865 miliar, dan realisasinya sekitar Rp 683 

miliar atau 78,92%. jadi dek, dari data tersebut bisa kita 

simpulkan bahwa meskipun nominal realisasi mengalami 

kenaikan, persentase pencapaiannya terhadap target justru 

cenderung menurun sejak 2022.” 
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Disamping itu Bapak Ahmad Sofwan mengatakan bahwa dari sisi 

pendapatan nominal meningkat setiap tahun dari 2020 hingga 2024, tetapi 

persentase pertumbuhannya sempat menurun hingga 2023 sebelum 

kembali naik pada 2024. Hal ini terjadi karena target pendapatan yang 

terus meningkat. 

“iya, dari sisi realisasi setiap tahunnya kita selama 5 tahun 

terakhir ya 2020 sampai 2024 kita selalu ada peningkatan dari 

segi nominal pendapatannya. tapi dari sisi presentase memang 

dia ada sedikit penurunan sampe tahun 2023 walaupun di 2024 

sudah naik lagi. karna kan target kita di 2022 itu udah 900an 

meningkat terus dia. makanya dari sisi nominal meningkat, tapi 

dari sisi presentase menurun.” 

Gambar 4. 4 Target dan Realisasi Tahun 2020-2024 

 
Sumber: Data Badan Pendapatan Daerah Kota Medan, 2024 

 

 Kemudian peneliti bertanya terkait kendala yang dihadapi Bapenda 

dalam meningkatkan penerimaan PBB. Bapak Hendra Asmilan 

mengungkapkan bahwa kendala utamanya yaitu Kurangnya kesadaran 

masyarakat dan dampak ekonomi, terutama selama pandemi, mengurangi 

penghasilan usaha seperti hotel dan restoran, yang pada akhirnya 

mempengaruhi kemampuan masyarakat dalam membayar pajak. 
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“ya itulah salah satu kendalanya ya kurangnya kesadaran 

masyarakat. Setelah itu faktor ekonomi, nah faktor ekonomi 

juga pastikan sangat mempengaruhi wajib pajak. Misalnya, 

kaya pandemi waktu itulah banyak juga kan usaha yang kena 

dampaknya, termasuk hotel dan restoran yang seharusnya ramai 

sama pengunjung, eh tapi malah justru jadi sepi. Bahkan, 

restoran pun dibatasi kapasitas pengunjungnya, dan hal ini tentu 

berdampak pada ekonomi masyarakat, termasuk dalam hal 

kemampuan mereka untuk membayar pajak.” 

Selain itu Bapak Ahmad Sofwan mengatakan bahwa Kesadaran 

wajib pajak menjadi faktor utama dalam pembayaran PBB, karena pajak 

ini berasal dari penghasilan masyarakat itu sendiri. Selain itu, kendala juga 

muncul dari infrastruktur teknologi yang belum berkembang signifikan 

dan perlunya pengembangan SDM melalui pelatihan berkelanjutan. 

“yang paling utama itu kesadaran dari wajib pajak itu yang 

pertama, karena kan sesuai pbb itu memang pajak nya dari hasil 

uang masyarakat gitu kan. Mungkin beda dengan pajak-pajak 

yang lain karna memang dari hasil usahanya. Pbb ini sedikit 

berbeda karna memang hasil uang sendiri bayar pajaknya, itu 

yang paling keliatan. Terus yang kedua kita juga kendala nya 

dari sisi infrastruktur teknologi, sampai sekarang kita belum 

melakukan perbaikan yang signifikan. Mungkin ada tambahan 

lagi dari sisi SDM nya juga, kita memang perlu juga 

pengembangan lagi seperti pelatihan-pelatihan yang terus kita 

lakukan.” 

Setelah itu peneliti bertaya terkait strategi yang digunakan oleh 

Bapenda dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak dengan membayar 

PBB. Menurut Bapak Hendra Asmilan bahwa Strategi komunikasi yang 

diterapkan adalah dengan terus mengimbau wajib pajak tentang manfaat 

langsung dari pembayaran PBB, seperti pembangunan infrastruktur dan 

fasilitas umum yang dibiayai oleh pajak. Penting untuk memastikan 

masyarakat melihat hasil nyata dari kontribusi mereka, dengan 
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memanfaatkan media sosial untuk memberikan informasi dan mengawal 

transparansi pembangunan. 

“ya artinya kita, pertama itu pasti tetap dengan menghimbau 

wajib pajak istilahnya karena meyakinkan bahwa yang kita 

kutip dari dia itu akan digunakan Kembali ke masyarakat. 

artinya ya kita apakan la pembagunan yang ada di medan ini 

semua, seperti kemaren tahun lalu kita bangun beberapa 

underpass dan lapangan merdeka, kebun bunga, perbaikan jalan, 

fasilitas umum misalnya bus listrik itu semua kan dana nya dari 

PBB. Itulah dengan yang kita harapkan masyarakat sadar, 

bahwa memang benar membayar pbb itu ada manfaatnya, 

artinya kalau dia membayar pbb dia tidak melihat ada hasil 

pembangunan ya pasti dia akan bertanya ini kemana duitnya 

percuma aja aku bayar. Apalagi sekarang ada medsos, inilah kita 

follow up terus, misalnya ada pembangunan sudah siap, fasilitas 

sudah siap gitu.” 

Kemudian menurut Bapak Ahmad Sofwan bahwa Strategi 

komunikasi yang digunakan adalah pendekatan persuasif, di mana 

komunikasi yang lebih dekat dengan wajib pajak dapat mendorong mereka 

untuk melakukan pembayaran pajak dengan lebih baik. 

“kalo kita memang pendekatannya persuasif yang paling efektif, 

karna kadang wajib pajak ini setelah kita lakukan komunikasi 

yang lebih dekat memang mau melakukan pembayaran, dan 

komunikasi persuasif lah yang lebih tepat.” 

 Berikutnya peneliti bertanya terkait koordinasi bapenda dengan 

instansi lain dalam menjalankan strategi komunikasi yang digunakan 

bapenda. Menurut Bapak Hendra Asmilan bahwa membayar PBB dapat 

mempermudah urusan administrasi berkat koordinasi Bapenda dengan 

instansi lain. Jika pajak lancar, layanan biasanya lebih cepat dan efisien. 
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“dengan wajib pajak bayar pbb, mungkin urusan dia bisa lebih 

mudah. Jadi, setelah dia bayar pbb bisa aja nanti ada kemudahan 

pas ngurus hal lain, soalnya pasti ada koordinasi antara bapenda 

sama instansi-instansi lain. tapi bukan berarti kalau nggak bayar 

pbb bakal dipersulit, nggak lah kek gitu juga. cuma ya kalau 

pajaknya lancar dan nggak ada masalah, biasanya urusannya 

bisa lebih cepat dan nggak ribet. artinya ini kan juga bagian dari 

cara bapenda buat kerja bareng instansi lain biar pelayanan ke 

masyarakat jadi lebih gampang dan efektif.” 

Sementara itu menurut Bapak Ahmad Sofwan bahwa Bapenda 

menjalin komunikasi intens dengan kecamatan, kelurahan, dan UPT dalam 

penagihan PBB. Koordinasi ini dilakukan melalui pertemuan rutin dengan 

camat untuk memastikan pajak lebih dekat dengan masyarakat, sehingga 

proses penagihan dapat berjalan lebih efektif. 

“kalo bapenda ini yang paling dekat itu kan ke kecamatan, karna 

kan penagihan pajak pbb ini dilakukan secara aktif oleh bapenda 

sendiri, selain itu ada upt juga, dan ada juga dari kewilayahan 

itu dia kecamatan dan kelurahan. itu kita komunikasi selalu 

intens lah terutama melalui upt ke kecamatan. Itu kita buat 

biasanya ada juga pertemuan-pertemuan dengan camat-camat 

kita datangin. itu nantikan biasanya pbb lebih dekat dengan 

kecamatan kelurahan jadi lebih tau masyarakatnya.” 

Kemudian peneliti bertanya terkait penyesuaian strategi komunikasi 

ktika menghadapi perubahan regualasi pajak. Bapak Hendra Asmilan 

berpendapat bahwa Bapenda beradaptasi dengan kebijakan pusat dan aktif 

mensosialisasikan pajak. Melalui kerja sama dengan Bank Sumut, 

diberikan kemudahan seperti penghapusan denda, diskon pajak, serta 

insentif menarik untuk mendorong masyarakat membayar pajak tepat 

waktu. 
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“ya kita harus cepat beradaptasi, misalnya perubahan pajak kaya 

kemaren peningkatan biaya pbb itu kan dari pusat, kita tidak 

menaikkan tapi pusat menaikkan dengan perhitungan. Kita 

harus sesuaikan dengan kebijakan pusat, tapi ya ke 

masyarakatnya makin kita sosialisasikan untuk meyakinkan 

masyarakat tadi, kaya yang saya bilang pajak itu untuk 

kepentingan mereka sendiri gitu loh mungkin setelah itu kita 

memberikan kemudahan-kemudahan. kemaren kita kerja sama 

dengan bank sumut, bank sumut ini kan sebagai bank penerima 

pembayaran pajak termasuk pbb. Nah kemaren kaya di pbb 

kami buat itu kerjasama, artinya kita buat kemudahan buat pojok 

pajak dan di pojok pajak itu kita memberikan kemudahan, disitu 

ada program pengahpusan denda, jadi diharpkan masyarakat 

membayar pajak dan ya mungkin akan diberikan hadiah untuk 

souvenir, kemudian mungkin nanti ada pembagian yang sangat 

besar seperti perjalanan umroh, sepeda motor, dan itu dapat 

mendorong masyarakat walaupun tidak semua dapat, tapi 

dengan artinya ada peluang. dan satu lagi mungkin kemaren ada 

juga dengan diskon pajak kepada wajib pajak yang mau 

mensegerakan pembayarannya sebelum jatuh tempo. 

penghapusan denda dan diskon pajak ini program berbeda, kalo 

penghapusan denda tahun-tahun yang lalu itu di hapus tapi 

pokok nya dia tetap bayar, denda nya aja yang dihapus. Kalo 

yang diskon pajak ya memang di potong pajaknya.” 

Sama hal nya dengan Bapak Ahmad Sofwan mengatakan bahwa 

Setiap ada perubahan regulasi, sosialisasi selalu dilakukan, baik kepada 

petugas pajak maupun masyarakat, agar mereka memahami perbedaan 

antara aturan lama dan yang baru. 

“kalo kita memang kalo ada perubahan regulasi, pertama itu kita 

melakukan sosialisasi kembali terhadap petugas pajak, terhadap 

masyarakat kita sampaikan disini ada perubahan dari regulasi 

yang lama ke regulasi yang baru itu selalu kita lakukan 

sosialisasi.” 

Setelah itu peneliti bertanya tentang sejauhmana fleksibilitas 

kebijakan komunikasi dalam menanggapi permasalahan yang ada di 
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lapangan, seperti ketidakpuasan wajib pajak atau kendala teknis 

pembayaran. Menurut Bapak Hendra Asmilan bahwa pelayanan pajak di 

sini cukup fleksibel, dengan loket dan koordinator di pintu masuk yang 

siap membantu masyarakat. Wajib pajak bisa bertanya, mengajukan 

keberatan atas kenaikan PBB, atau meminta pengurangan pajak, dan tim 

pelayanan akan mengecek serta menangani permasalahan mereka. 

“Sejauh ini menurut saya ya fleksibel, karna kita disini 

menyiapkan loket yang ada di pintu masuk itu, dan disitu juga 

ada kordinator pelayanan. artinya disitulah masyarakat ada yang 

mau bertanya mengenai informasi mungkin masalah pajak 

mengajukan keberatan karna pajak pbb nya yang naik, atau 

mengajukan pengurangan pajak, dan nanti pelayanan itulah 

yang mengecek apa permasalahan nya.” 

 Sedangkan menurut Bapak Ahmad Sofwan bahwa Pendekatan 

persuasif dalam komunikasi lapangan penting untuk menyesuaikan 

dengan kondisi yang ada. Fleksibilitas dalam berkomunikasi 

memungkinkan penyampaian pesan yang lebih efektif dan mudah 

diterima. 

“ini kan bahasa lapangan ya, jadi memang kita ya kembali 

pendekatan itu tadi persuasif. Jadi kita sesuaikan lah dengan 

kondisi di lapangan, mungkin dengan komunikasi itu akan 

lebih fleksibel.” 

Selanjutnya peneliti bertanya mengenai cara Bapenda membangun 

hubungan yang lebih baik dengan wajib pajak untuk meningkatkan 

transparansi dan kepercayaan publik. Bapak Hendra Asmilan berpendapat 

bahwa Bapenda meningkatkan transparansi dan kepercayaan publik 

dengan menunjukkan hasil pembangunan dari pajak melalui media sosial. 
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Ini memastikan masyarakat melihat langsung manfaat pajak bagi 

kepentingan bersama. 

“ya itu tadi, artinya kita menyampaikan semua hasil hasil 

pembangunan artinya kan seperti yang saya sampaikan tadi 

bahwa pajak ini akan dikembalikan untuk kepentingan 

masyarakat. disamping itu masyarakat melihat sendiri 

pembangunan yang ada kita follow up di media sosial, bahwa 

memang pembangunan itu ada ya salah satu dana nya dari 

masyarakat.” 

 Kemudian menurut Bapak Ahmad Sofwan berpendapat bahwa 

Bapenda berupaya meningkatkan transparansi dan kepercayaan publik 

dengan merancang aplikasi yang memungkinkan masyarakat mengakses 

informasi pajak, termasuk transaksi dan penggunaannya. Dengan langkah 

ini, masyarakat dapat melihat langsung aliran dana pajak, sehingga 

hubungan antara Bapenda dan masyarakat semakin kuat. 

"kemungkinan kami bisa membuat aplikasi yang dapat diakses oleh 

masyarakat, sehingga mereka bisa melihat langsung informasi terkait 

pajak, termasuk transaksi dan pembayaran. dengan transparansi seperti 

ini, masyarakat bisa mengetahui aliran dana pajak dan bagaimana 

penggunaannya. ini adalah salah satu cara bapenda dalam membangun 

hubungan yang lebih baik dengan masyarakat, meningkatkan 

transparansi, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap 

pengelolaan pajak daerah." 

Kemudian peneliti bertanya terkait cara strategi komunikasi 

Bapenda yang dapat dikembangkan di masa mendatang. Menurut Bapak 

Hendra Asmilan bahwa Bapenda memanfaatkan media sosial dan 

influencer untuk menjangkau lebih banyak masyarakat, meningkatkan 

kesadaran bahwa pajak kembali untuk kepentingan bersama. Kedepannya, 
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strategi ini dapat terus dikembangkan dengan inovasi digital agar edukasi 

pajak lebih efektif. 

“ya artinya kita juga mengikut perkembangan zaman, bahkan 

dulu hanya melalui flyer, poster-poster kemudian halo-halo kalo 

zaman dulu. Kalo zaman sekarang kan udah diberikan medsos, 

medsos ini sangat berperan kita bisa sampai kemana saja, dan 

kita pake cara yang lain, kaya kita kemaren pake itu tadi kan, 

nah sekarang udah ada influencer , dan kita suruh mereka buat 

konten. artinya karna banyak followers influencer tadi, 

kemudian orang banyak lihat yang selama ini mungkin ngga tau 

dari medsos influencer tersebut kan gitu, mungkin dengan gitu 

orang akan lebih tau membayar pajak, dan mereka akan lebih 

tau karna pajak nya juga kembali ke mereka.” 

Beda hal nya dengan menurut Bapak Ahmad Sofwan bahwa 

Bapenda perlu meningkatkan keterampilan komunikasi pegawai melalui 

pelatihan berkelanjutan. Dengan memahami dinamika di lapangan dan 

teknik komunikasi yang efektif, pegawai dapat menyampaikan informasi 

pajak dengan lebih baik. Dan memungkinkan strategi ini akan terus 

dikembangkan agar komunikasi Bapenda semakin adaptif dan responsif 

terhadap masyarakat. 

“harapannya kita untuk meningkatkan komunikasi perlu juga 

melakukan pelatihan untuk peningkatan skill komunikasi 

pegawai. Ya memang untuk meningkatkan itu perlu juga 

melakukan pelatihan pelatihan  ilmu-ilmu yang didapat 

dilapangan kan perlu juga kita sampaikan untuk  pelatihan 

peingkatan skill komunikasi. Ini kan berkembang terus kan jadi 

kita pun harus diliat juga kan skill nya secara teknis komunikasi 

nya.” 

 

Selanjutnya peneliti bertanya terkait langkah-langkah yang 

dilakukan Bapenda untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib 
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pajak. Menurut Bapak Hendra Asmilan bahwa salah satu langkah yang 

dilakukan Bapenda untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib 

pajak yaitu dengan menghadirkan Mall Pelayanan Publik yang 

terintegrasi, sehingga seluruh layanan dari berbagai instansi, termasuk 

pembayaran PBB dan penanganan keluhan, dapat diakses masyarakat 

dalam satu tempat secara mudah dan efisien. 

“ya pertama kita pasti melibatkan yang ada disini semua, dan 

kita kan juga sudah membuka mall pelayanan publik. artinya 

kan kita sudah ada di iskandar muda itu yang bekas ramayana 

dulu, dan sekarang kita buat mall pelayanan, itu bukan hanya 

pelayanan dari bapenda saja semua instansi ada disitu, jadi siap 

itu masyarakat merasa dekat. jadi mudah-mudahan dengan kita 

buat terpadu seperti itu kualitas pasti dapat kita tingkatkan, 

artinya masyarakat cukup datang di satu tempat biar bisa 

membayar pbb dan disitu langsung ada bank bank sumut mereka 

langsung bisa membayar kesana, atau misalnya mereka 

komplain dan langsung ada yang menangani disitu.” 

Sedangkan menurut Bapak Ahmad Sofwan bahwa langkah Bapenda 

dalam meningkatkan kualitas pelayanan dengan rencana menghaidrkan 

inovasi digital seperti aplikasi layanan pajak dan menyediakan berbagai 

metode pembayaran digital untuk memudahkan dan mendekatkan layanan 

kepada wajib pajak. 

“langkah pertama yang kami lakukan untuk meningkatkan 

kualitas pelayanan kepada wajib pajak ya itu tadi dengan 

rencana menghadirkan inovasi digital, salah satunya melalui 

pengembangan aplikasi layanan pajak pastiya. aplikasi ini juga 

nantiya bisa buat mendekatkan dan mempermudah masyarakat 

dalam melakukan pembayaran juga kan. apalagi saat ini, 

pembayaran bisa dilakukan melalui berbagai channel seperti 

QRIS, transfer bank, dan metode digital lainnya. jadi ya dengan 

banyaknya pilihan saluran pembayaran ini, pelayanan menjadi 

lebih fleksibel dan mudah dijangkau oleh masyarakat, sehingga 
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diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan dan kenyamanan 

wajib pajak.” 

 Kemudian peneliti bertanya mengenai tentang berdampaknya 

strategi komunikasi yang diterapkan Bapenda pada peningkatan kepatuhan 

wajib pajak dengan indikator keberhasilannya. Menurut bapak Hendra 

Asmilan bahwa strategi komunikasi yang diterapkan Bapenda berdampak 

positif terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak, yang ditunjukkan 

melalui meningkatnya jumlah masyarakat yang membayar pajak serta 

banyaknya masukan konstruktif dari masyarakat untuk perbaikan layanan. 

“berdampak itu saya kira berdampakya mungkin salah satu kita 

lihat dengan peningkatan apa, peningkatan masyarakat yang 

membayar dan satu lagi mungkin dari tempat menyampaikan 

saran itu, jadikan banyak saran saran positif yang disampaikan 

dengan saran yang membangun, dan itu nanti untuk 

meningkatan lagi pelayanan dan meningkatkan fungsi pajak ini 

dari masyarakat.” 

 Adapun menurut Bapak Ahmad Sofwan bahwa strategi komunikasi 

persuasif yang diterapkan Bapenda, dengan menekankan manfaat nyata 

dari pajak seperti pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum, 

berdampak positif terhadap peningkatan kesadaran dan kemauan 

masyarakat untuk membayar pajak. Indikator keberhasilannya terlihat dari 

tercapainya target pembayaran PBB, yang menunjukkan adanya 

peningkatan kepatuhan wajib pajak. 

“Iya, kalo pendekatannya lebih ke persuasif. Jadi kita sampaikan 

bahwa di pajak ini  kita pergunakan untuk pembangunan. Jadi 

kita sampaikan lah manfaat-manfaatnya dari pajak ini, apa 

sebenernya manfaat yang dirasakan, kita sampaikan juga 

contoh-contoh misalnya kaya pembangunan jalan, 
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pembangunan fasilitas umum. Jadi dengan adanya kesadaran 

itu, masyarakat ini ada kemauan untuk membayar. Jadi kalo 

dilihat indicator keberhasilan itu, kalo lah kita sudah 

komunikasi pasti wajib pajak melakukan pembayaran, jadi kita 

menganggap pbb berhasil lah berartikan pembayarannya terjadi, 

jadi target juga mencapai.” 

Terakhir peneliti bertanya mengenai faktor utama yang 

menyebabkan masih adanya wajib pajak yang tidak patuh dengan cara 

mengatasinya. Menurut Bapak Hendra Asmilan hal ini menunjukkan 

bahwa faktor utama penyebab ketidakpatuhan adalah kurangnya 

pemahaman dan kesadaran atas fungsi pajak sebagai kontribusi untuk 

pembangunan bersama. Untuk mengatasinya, diperlukan upaya sosialisasi 

yang intensif kepada wajib pajak serta tindakan pengawasan langsung di 

lapangan, seperti inspeksi mendadak (sidak), guna memastikan kepatuhan 

dan meningkatkan kesadaran kolektif. 

“seperti yang saya sampaikan tadilah kan beda tadi antara pajak 

restoran, pajak hiburan dan pajak pbb. nah pajak hiburan dan 

restoran ini tadi kan sebetulnya udah di pungut dari masyarakat. 

seharusnya kan tidak ada kerugian dari pihak pengelola kan 

tinggal membayar. tapi kadang-kadang itu tadi mungkin ada 

kepentingan lain. artinya kita juga harus ke lapangan untuk 

masyarakat yang tidak patuh. artinya kita sampaikanlah 

sosialisasi bahwa pajak ini adalah untuk kepentingan kita dan 

kembali ke kita, dan itu tadi dengan cara tindakan-tindakan 

sesekali seperti sidak, pertama ke objek pajak yang telah 

memungut pajak dari pelanggan nya atau pembeli nya.” 

Kemudian menurut Bapak Ahmad Sofwan bahwa faktor utama 

ketidakpatuhan wajib pajak adalah rendahnya kesadaran serta kondisi 

ekonomi yang kurang mendukung. Solusinya adalah dengan 

meningkatkan sosialisasi dan edukasi mengenai manfaat pajak, termasuk 
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melalui media sosial dan kerja sama dengan influencer, serta memberikan 

insentif seperti diskon untuk mendorong kepatuhan. 

“kalo menurut analisa kita memang pertama wajib pajak ini 

kesadaran nya kurang, yang kedua memang kondisi wajib pajak 

itu mungkin tidak memungkinkan untuk membayar dalam 

ekonomi nya pada saat itu tidak baik, jadi dari pada membayar 

pajak mungkin lebih mengutamakan kebutuhan pokok yang 

lain. kalo yang pertama mungkin solusi kita karna kurangnya 

ksadaran, kita lakukan sosialisasi ulang, kitaa sampaikan 

manfaat-manfaatnya apa. biasanya kalo memang karna kurang 

kesadaran, dengan disampaikan informasi dan manfaat ini, 

biasanya mau bayar. kaya kemaren kita lakukan diskon pbb 

pasang di Instagram, kita hire juga influencer sosialisasi ke 

masyarakat, dan memang waktu itu jadi banyak juga yang 

melakukan pembayaran diskon gitu.” 

 Selanjutnya peneliti bertanya kepada kedua narasumber wajib pajak 

mengenai ke efektivitasan sistem online dalam mempermudah wajib pajak 

untuk mengakses informasi dan melakukan pembayaran, yang pertama 

adalah Ibu Misinah yang berumur 40 tahun. Lalu, yang kedua adalah 

Bapak Rudini yang berusia 32 tahun.  

Gambar 4. 5 Dokumentasi Wawancara 

  
(Keterangan: Wawancara bersama masyarakat wajib pajak) 
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Menurut Ibu Misinah bahwa sistem online Bapenda Medan dinilai 

efektif karena memudahkan wajib pajak dalam mengakses informasi 

penting seperti penghapusan denda dan jadwal pojok pajak melalui 

Instagram, serta memberikan kemudahan pembayaran lewat berbagai 

saluran seperti QRIS, transfer bank, Indomaret, dan Bank Sumut. 

“ya yang saya tau sistem online yang digunakan bapenda medan 

sekarang pasti kan sangat membantu ya, apalagi sosmed mereka 

kaya Instagram lah, saya pikir instagram mereka cukup aktif. saya 

pernah nengok gambar kaya penghapusan denda dan diskon pajak 

di postingan mereka, itu lah yang kaya buat menarik perhatian 

saya. jadi ya saya bisa langsung kan istilahnya memanfaatkan 

program itu tanpa harus ke kantor pajak. terus itu, mereka juga 

sering kali la memposting soal jadwal pojok pajak di kecamatan 

mana-mana pun, jadi kalopun ada kendala, ya saya bisa langsung 

datang ke lokasi terdekat. terus kalo buat pembayaran, saya paling 

sering pakai QRIS atau transfer bank lewat mbangking, mudah 

kali kan. teruspun kalo lagi di luar rumah tah emang waktu nya 

bayar pajak, saya bisa bayar lewat indomaret atau bank Sumut. 

jadi menurut saya, ini sangat efektif dan transparan ya." 

Sama hal nya dengan menurut Bapak Rudini bahwa sistem online 

Bapenda Medan juga dianggap efektif karena mempermudah akses 

informasi penting seperti penghapusan denda, pengurangan pajak, dan 

jadwal pojok pajak melalui Instagram. Berbagai pilihan pembayaran 

seperti Bank Sumut, transfer, QRIS juga membuat proses bayar pajak jadi 

lebih praktis tanpa harus ke kantor. 

"ya jawaban aku sama lah kaya yang abang tanyakan ke ibu tadi, 

kalo aku kan dulu harus datang ke kantor bapenda untuk tanya-

tanya soal pbb, sekarang ya cukup buka instagram nya aja. aku 

pun juga sama, tahu kayak soal penghapusan denda dan 

pengurangan pajak itu ya dari postingan instagram mereka. jadi 

nggak bakal la ketinggalan informasi penting. apalagi kaya 

dibilang ibu tadi ada pojok pajak juga, nah jadwal pojok pajak 
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mereka infokan di sana, aku pun bisa nengok waktu dan tempat 

yang apa itu dekat dari rumah atau enggak bang. oh terus kalo 

soal pembayaran, aku sudah coba lewat bank sumut dan juga 

transfer dari ATM, dan bisa pake qris dari handphone. jadi kalo 

aku bilang, sistem online bapenda ini gampang kali, apalagi buat 

yang udah engga terbiasa repot-repot antri di kantor pajak." 

Gambar 4. 6 Diskon Pajak dan Pojok Pajaka PBB 

  

Sumber : Instagram akun Badan Pendapatan Daerah Kota Medan 

4.2 Pembahasan 

4.2.1 Strategi komunikasi Bapenda dalam meningkatkatkan 

penerimaan pajak bumi dan bangunan 

Pada penelitian ini setelah di analisis dari hasil wawancara, di 

temukan bahwa upaya meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan 

Bangunan (PBB) di Kota Medan, Bapenda menerapkan strategi 

komunikasi persuasif yang menekankan pentingnya memberikan 

pemahaman kepada masyarakat mengenai manfaat langsung dari 

pembayaran pajak. Salah satu bentuk strategi yang digunakan adalah 

dengan terus mensosialisasikan dan menghimbau bahwa pajak yang 
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dibayarkan berkontribusi langsung pada pembangunan infrastruktur dan 

fasilitas umum. Bentuk lainnya juga menyasar wajib pajak potensial 

melalui komunikasi aktif dan kunjungan langsung ke lapangan. Langkah 

ini dilakukan untuk memastikan mereka memahami kewajiban serta 

kemudahan dalam proses pembayaran. 

Temuan diatas sejalan dengan penelitian lain bahwa memang 

komunikasi persuasif dalam bentuk sosialisasi memiliki peran yang 

signifikan dalam meningkatkan transparansi dan pemahaman masyarakat 

terhadap layanan PBB online. Melalui kegiatan sosialisasi yang 

terstruktur, masyarakat memperoleh informasi yang lebih jelas mengenai 

prosedur dan manfaat layanan tersebut. Selain itu, sosialisasi juga efektif 

dalam membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya memenuhi 

kewajiban pajak secara tepat waktu, sehingga mendorong tingkat 

kepatuhan yang lebih tinggi dalam pembayaran PBB (Maulana et al., 

2024). 

Bapenda secara aktif mengedukasi bahwa setiap kontribusi pajak 

yang diberikan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk 

pembangunan kota, serta turut berperan dalam pencapaian target 

pendapatan daerah. Penekanan pada aspek ini bertujuan agar masyarakat 

tidak hanya melihat pajak sebagai beban, melainkan sebagai bentuk 

partisipasi dalam kemajuan Kota Medan. Untuk memperkuat pesan ini, 

Bapenda memanfaatkan media sosial sebagai saluran utama untuk  
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Peneliti juga menemukan temuan bahwa Bapenda juga memperkuat 

koordinasi lintas instansi, termasuk dengan kecamatan, kelurahan, dan 

UPT, guna memperlancar penagihan PBB. Melalui pertemuan rutin 

dengan camat dan perangkat wilayah lainnya, komunikasi tentang pajak 

menjadi lebih dekat dengan masyarakat. Tidak hanya itu, Bapenda juga 

menjalin kerja sama administratif dengan instansi lain, sehingga 

pembayaran PBB yang lancar dapat mempercepat berbagai layanan 

publik. Dengan sinergi ini, diharapkan efisiensi pelayanan dan efektivitas 

penerimaan pajak dapat terus ditingkatkan. 

Temuan tersebut sejalan dengan peneliti lain bahwa koordinasi dan 

kerja sama dengan berbagai pihak merupakan faktor kunci dalam 

mendukung keberhasilan program sosialisasi layanan PBB online. 

Kolaborasi dengan instansi pemerintah, perguruan tinggi, dan lembaga 

non-pemerintah terbukti efektif dalam memperluas jangkauan edukasi 

kepada masyarakat. Keterlibatan para ahli dan tenaga profesional turut 

memperkuat kualitas materi dan pelaksanaan sosialisasi (Maulana et al., 

2024). 

4.2.2 Hambatan-hambatan yang dihadapi Bapenda dalam 

meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan 

Salah satu kendala utama yang dihadapi Bapenda Kota Medan dalam 

meningkatkan penerimaan PBB adalah rendahnya kesadaran masyarakat 

untuk membayar pajak, yang diperparah oleh kondisi ekonomi dengan 

lebih mengutamakan kebutuhan ekonomi pokok pada pasca pandemi 
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COVID-19. Penurunan pendapatan, khususnya di sektor usaha seperti 

hotel dan restoran, membuat banyak wajib pajak kesulitan memenuhi 

kewajiban mereka. Selain itu, ketidakpatuhan juga disebabkan oleh 

minimnya pemahaman masyarakat terhadap fungsi pajak sebagai 

kontribusi untuk pembangunan daerah. Di sisi lain, tantangan teknis 

seperti belum meratanya infrastruktur teknologi informasi serta 

keterbatasan kualitas sumber daya manusia juga menghambat efektivitas 

administrasi dan pelayanan pajak. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas 

aparatur melalui pelatihan berkelanjutan sangat diperlukan untuk 

mendukung sistem perpajakan yang lebih modern dan efisien. 

Sebagai solusi, Bapenda perlu menguatkan strategi komunikasi yang 

bersifat edukatif dan persuasif. Sosialisasi intensif mengenai pentingnya 

membayar pajak harus dilakukan secara masif, baik melalui media 

konvensional, digital, maupun media sosial yang lebih dekat dengan 

masyarakat. Pemanfaatan platform digital, khususnya media sosial, 

menjadi strategi efektif dalam menjangkau kelompok wajib pajak yang 

lebih luas, apalagi jika dikombinasikan dengan kerja sama bersama 

influencer atau tokoh publik. Selain itu, pemberian insentif seperti 

penghapusan denda dan potongan pembayaran dapat mendorong 

partisipasi masyarakat untuk lebih patuh pajak. Tidak kalah penting, 

pengawasan langsung di lapangan melalui inspeksi mendadak juga harus 

dilakukan secara berkala guna memastikan kepatuhan serta membangun 
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kesadaran kolektif terhadap pentingnya kontribusi pajak bagi 

pembangunan Kota Medan. 

4.2.3 Target dan realisai Bapenda dalam pencapaian penerimaan 

pajak bumi dan bangunan 

Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa strategi penagihan PBB, 

Bapenda Kota Medan memfokuskan upaya pada wajib pajak dengan nilai 

besar, khususnya yang termasuk dalam klasifikasi penetanapan buku yaitu 

Buku 4 dan 5. Hal ini dilakukan karena kelompok ini memiliki kontribusi 

nominal yang signifikan, sehingga pencapaian target penerimaan dapat 

dicapai lebih cepat dan efisien, baik dari segi waktu maupun tenaga. 

Meskipun wajib pajak dari klasifikasi Buku 1, 2, dan 3 tetap dikutip, 

kontribusinya relatif kecil dan proses penagihannya lebih memakan waktu. 

Oleh sebab itu, prioritas juga diberikan kepada wajib pajak korporasi besar 

dengan nilai pembayaran di atas 100 ribu rupiah, yang dinilai lebih 

potensial dalam mendukung pencapaian target pendapatan tahunan. 

Namun, meskipun secara nominal penerimaan PBB menunjukkan 

tren peningkatan dari tahun ke tahun, realisasi terhadap target yang 

ditetapkan mengalami fluktuasi. Data selama lima tahun terakhir 

memperlihatkan bahwa persentase pencapaian target mulai menurun sejak 

tahun 2022. Jika pada 2020 dan 2021 pencapaian berada di atas 90%, maka 

pada 2023 turun drastis hingga 66,47%. Baru pada 2024 terdapat sedikit 

perbaikan dengan capaian 78,92%. Penurunan ini tidak serta-merta 

mencerminkan menurunnya kinerja, melainkan juga dipengaruhi oleh 
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target pendapatan yang terus meningkat setiap tahunnya, sehingga 

pencapaian dalam bentuk persentase menjadi lebih menantang. 

Untuk menjawab tantangan tersebut, Bapenda 

mengimplementasikan strategi komunikasi persuasif dan komunikasi 

lainnya seperti soidak yang menekankan manfaat nyata dari pembayaran 

pajak. Dengan menyampaikan informasi mengenai kontribusi PBB 

terhadap pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik, masyarakat 

menjadi lebih sadar akan pentingnya kewajiban mereka. Pendekatan ini 

berhasil meningkatkan kesadaran serta kemauan masyarakat untuk 

membayar pajak secara sukarela. Keberhasilan strategi ini tercermin dalam 

meningkatnya kepatuhan wajib pajak dan capaian pembayaran PBB yang 

semakin membaik, terutama di tahun 2024, meskipun belum sepenuhnya 

memenuhi target. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan untuk mengetahui Strategi Komunikasi 

Badan Pendapatan Daerah dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Bumi dan 

Bangunan, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut: 

1) Strategi komunikasi yang diterapkan Bapenda Kota Medan yaitu 

komunikasi persuasif dalam bentuk penghimbauan, sosialisasi dan edukasi 

terbukti efektif dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak.  

2) Bapenda memfokuskan penagihan pada wajib pajak dengan nilai besar, 

khususnya dari klasifikasi Buku 4 dan 5 serta korporasi besar, karena 

dianggap lebih efisien dalam mencapai target penerimaan, menggunakan 

strategi sidak atau memberi surat peringatan.  Sedangkan untuk wajib pajak 

kecil dilakukan dengan komunikasi persuasif bentuk sosialisasi dengan 

terjun langsung kelapangan memberikan edukasi. 

3) Strategi komunikasi yang dilakukan Bapenda sudah berhasil untuk 

meningkatkan penerimaan PBB dan kesadaran masyarakat, hanya saja 

sebagian masyarakat dengan pajak kecil masih memenuhi ekonomi pokok 

kebutuhannya.  
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5.2 Saran 

Saran yang dapat peneliti berikan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1) Diharapkan Bapenda Kota Medan untuk terus memperkuat strategi 

komunikasi yang bersifat sosialisasi dan edukatif, terutama dengan 

memanfaatkan media sosial secara lebih masif dan kreatif untuk lebh 

meningkatkan kepatuhan pembayaran PBB.  

2) Disarankan Bapenda terus mingkatkan strategi sidak dengan pemberian 

surat perintah dalam penagihan pajak kepada wajib pajak besar, dan untuk 

wajib pajak kecil lebih dikembangkan sosialisasinya dan terjun ke lapangan 

memberikan edukan mengenai pembayaran PBB.  

3) Selain itu, pemberian insentif seperti diskon atau penghapusan denda bisa 

diperluas cakupannya untuk meningkatkan kepatuhan secara menyeluruh 

di semua segmen masyarakat. 
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